Anglisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari
Undang
- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
NOVIANI NATALIA P, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Azwar, Saifuddin, 2005, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Barkatullah, Abdul Halim, 2010, Hak — Hak Konsumen, Penerbit Nusa Media,
Bandung.

Dewi, Eli Wuria, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha limu, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina limu,
Surabaya.

K, Soekarno, 1992, Dasar — Dasar Managemen, Penerbit Miswar, Jakarta.

Makarim, Edmon, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2011, Prinsip — Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

dan Sutarman Yodo, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muliyawan, Dewi dan Neti Suriana, 2013, A — Z Tentang Kosmetik, Elex Media
Komputindo, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sasongko, Wahyu, 2016, Ketentuan — Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan
Konsumen, Penerbit Universitas Lampung, Lampung.

Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta.

, 1990, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta.




Anglisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari
Undang

- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

NOVIANI NATALIA P, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Sumardjono, Maria S.W, 2014, Metodologi Penelitian IImu Hukum, Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen,
Mandar Maju, Bandung.

Troelstrup, A.W., 1974, The Consumer in American Society : Personal and Family
Finance, McGraw Hill, New York.

Wahyuni, Endang, 2003, Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan
Konsumen, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wasitaatmadja, Sjarif M, 1997, Penuntun llmu Kosmetik Medik, Ul Press, Jakarta.
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media, Jakarta.
Jurnal, Makalah

Gunawan, Johannes, “Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro
Justitia, Tahun XII, No.2, April 1994,

Mita, Soraya R, Patihul Husni dan Insan Sunan K, “Cara Menghindari Kosmetika
Palsu dengan Organoleptik”, Majalah Farmasetika, Vol.2, No.1, 2017.

Nasution, AZ, “Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat Undang —
Undang Nomor 8 Tahun 1999 — LN 1999 No.42, Makalah, Diklat Mahkamah
Agung, Malang, 14 Mei 2001.

Tugas Akhir

Amiluhur, Sekar Ayu, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik
yang Merugikan Konsumen, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Annisa, Iglimatul, 2018, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran
Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Skripsi, Program Sarjana
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta.

Arliwaman, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik
yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau dari Undang — Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Program
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Husniyyah, Syahra, 2018, Kejahatan Pemalsuan Merek dalam Perdagangan
Kosmetik (Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam), Skripsi, Program



Anglisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari
Undang
- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
NOVIANI NATALIA P, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Jakarta.

Meinar, Dian Uly, 2018, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap
Peredaran Produk Kosmetika yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut
Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Studi Putusan : N0.2380 K/Pid.Sus/2011), Skripsi, Program Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Internet

Liswijayanti, Faunda, “Ini Beda Kosmetik llegal dan Kosmetik Palsu, Jangan
Terjebak!”, www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-
kosmetik-palsu-jangan-terjebak-, diakses 8 Februari 2020.

BPOM, “Beranda”, https://www.pom.go.id, diakses 12 Mei 2020.

,“Budaya Organisasi”, https://www.pom.go.id/new/view/direct /culture,
diakses 12 Mei 2020.

, “Organisasi Yang Solid”, https://www.pom. go.id/new/view/ direct/solid,
diakses 12 Mei 2020

, “Visi dan Misi”, https://www.pom.go.id/new/view/direct /vision, diakses
12 Mei 2020

, “Sasaran Strategis”, https://www.pom.go.id/new/view/direct /strategic,
diakses 26 Mei 2020.

, “Struktur Organisasi”, www.pom.go.id/new/view/direct/structure, diakses
26 Mei 2020.

, “Kepala Badan POM : Marketplace Merupakan Garda Terdepan untuk
Awasi Keamanan Produk Obat dan Makanan di E-Commerce”,
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17075/Kepala-Badan-POM---
-Marketplace-Merupakan-Garda-Terdepan-untuk-Awasi-Keamanan-
Produk-Obat-dan-Makanan-di-E-Commerce, diakses 7 Juli 2020.

Berita Satu, “BPOM : Nilai Temuan Kosmetik Ilegal Meningkat Drastis”,
https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/kesehatan/606211-
bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis, diakses 28 Mei 202

Bukalapak, “Aturan Penggunaan Bukalapak”, https://www.bukalapak.com/terms
#strict-terms, diakses 7 Juli 2020.

Farmasetika, “Bahayakan Kesehatan, BPOM Rilis Public Warning Daftar Obat
Tradisional, Suplemen, Kosmetik Mengandung BKO”,
https://farmasetika.com/2020/07/04/bahayakan-kesehatan-bpom-rilis-


http://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak-
http://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak-
https://www.pom.go.id/new/view/direct
https://www.pom.go.id/new/view/direct
http://www.pom.go.id/new/view/direct/structure
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17075/Kepala-Badan-POM----Marketplace-Merupakan-Garda-Terdepan-untuk-Awasi-Keamanan-Produk-Obat-dan-Makanan-di-E-Commerce
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17075/Kepala-Badan-POM----Marketplace-Merupakan-Garda-Terdepan-untuk-Awasi-Keamanan-Produk-Obat-dan-Makanan-di-E-Commerce
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/17075/Kepala-Badan-POM----Marketplace-Merupakan-Garda-Terdepan-untuk-Awasi-Keamanan-Produk-Obat-dan-Makanan-di-E-Commerce
https://www.bukalapak.com/terms#strict-terms
https://www.bukalapak.com/terms#strict-terms

Anglisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari
Undang

- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

NOVIANI NATALIA P, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ) . . . . . . .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

public-warning-daftar-obat-tradisional-suplemen-kosmetik-mengandung-
bko/, diakses 7 Juli 2020.

Maybelline New York Official Indonesia, “Harga Produk Maybelline”,
www.maybelline.co.id, diakses 8 Februari 2020.

Shopee Indonesia, “Produk Maybelline”, https://shopee.co.id/search?keyword
=maybelline&maxPrice=50000&minPrice=1000&order=asc&showltems=
true&sortBy=price , diakses 16 Mei 2020.

,  “Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi”,
https://shopee.co.id/docs/3000, diakses 7 Juli 2020.

, “Syarat Layanan”, https://shopee.co.id/docs/3001, diakses 7 Juli

2020.

Tokopedia, “Term & Condition”, https://www.tokopedia.com/terms, diakses 7 Juli
2020.

Tunardy, Wibowo, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”,
https://www.jurnalhukum.com/perlindungan-konsumen-di-indonesia.html,
diakses 8 Februari 2020.

Peraturan Perundang — undangan dan Dokumen terkait
Kitab Undang — Undang Hukum Perdata.

Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang — Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan
Konsumen Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 103. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4126.


http://www.maybelline.co.id/
https://shopee.co.id/search?keyword
https://shopee.co.id/docs/3000
https://shopee.co.id/docs/3001
https://www.tokopedia.com/terms
https://www.jurnalhukum.com/perlindungan-konsumen-di-indonesia.html

Anglisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari
Undang
- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
NOVIANI NATALIA P, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 322.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1176/MENKES/PER/VI111/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 784.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara
Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.04.1.23.11.009219 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Mutu Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM, 2020, Laporan Kinerja Direktorat
Pengawasan Kosmetik BPOM Tahun 2019.

BPOM, Lampiran Il Public Warning No.HM.01.1.2.07.20.19 tanggal 1 Juli 2020.
Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 31
Maret 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 9
April 2020.



